Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOmMOor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ez Al pez I alll aunsy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu
rumah tangga, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini
didampingi kuasa khusus kepada Mario Iskandar Syam,SH,
Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Yayasan Bantuan Hukum
Kapita Maluku Utara, yang beralamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat
kuasa Pengadilan Agama Ternate Nomor 113 tanggal 8 Maret 2019,
sebagai kuasa Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan

wiraswasta, alamat di Xxxxxxxxxxxx, sebagai kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat

bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2018
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Ternate dengan Nomor XxXxXXXXxxxxxxx tertanggal 5 Maret 2019, dengan

dalil-dalil sebagai berikut :
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1. bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 Penggugat melangsungkan pernikahan
dengan Tergugat menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
2. bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis

dan Jejaka, pernikahan dengan dilangsungkan dengan Wali Nikah Hi.Safrudin
Mahfud dan dihadiri Saksi masing-masing bernamaUsman Kadir dan Albar

Rahim dengan maharnya berupa Cincin Emas 2 Gram dibayar tunai;
3. bahwa perkawainan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang

anak perempuanyang bernama anak, Lahir di Ternate 5 Maret 2015, Umur 4

Tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian

kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan bukum

islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

orang tua Tergugat yang beralamat di Lingk. Cempaka Putih, Kel. Santiong,

RT/RW 003/003, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
6. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,

akan tetapi sejak memasuki beberapa bulan setelah pernikahan di tahun 2014
ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah yang

disebabkan oleh:
a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
b. Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap

Penggugat;
c. Tergugat pernah punya hubungan (berpacaran) dengan wanita lain/

selingkuhan;
d. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap

Penggugat, dan tidak lagi menghargai Penggugat layaknya seorang istri;
7. bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sering terjadi pertikaian terus-

menerus antara Penggugat dan Tergugat;
8. bahwa Penggugat tidak terima atas perlakukan Tergugat selama ini dan

Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Ternate Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat

(PENGGUGAT;)
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) Kadir Terhadap

Penggugat PENGGUGAT ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak
yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Ternate masing- masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat, dimana
Penggugat dan kuasa Tergugat datang menghadap di persidangan, sebagaimana
relaas panggilan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di setiap
persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukum untuk
tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil,
sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis
Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang
dilakukan oleh Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Hakim Mediasi;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 29 Maret 2019,
mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan,
dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan
jawaban secara lisan dalam sidang tanggal 24 April 2019 sebagaimana dalam

berita acara sidang ;
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Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat bukti berupa :
A. SURAT:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxx tanggal 9 Februari 2016 dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokan

dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Fotokopi surat keterangan Nomor Xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2019

dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate,
yang telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai

(bukti P-2);
3. Fotokopi surat keterangan Nomor xxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2019 dari

Kantor kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate,
yang telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai
(bukti P-3);

B. SAKSI:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi tersebut telah memberikan
keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 11 Oktober 2014 ;

- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama
H. Syafrudin Mahfud, serta dua orang saksi bernama Usman Kadir dan
Albar Rahim ;

- bahwa mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak ;

- bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, namun sejak
tahun 2014 sudah tidak rukun lagi ;

- bahwa penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras, melakukan
KDRT, berperilaku kasar, Tergugat tidak menghargai Penggugat ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun
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2014 ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI Il umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi tersebut telah ~memberikan
keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 11 Oktober 2014 ;

- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama
H. Syafrudin Mahfud, serta dua orang saksi bernama Usman Kadir dan
Albar Rahim ;

- bahwa mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak ;

- bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, namun sejak
tahun 2014 sudah tidak rukun lagi ;

- bahwa penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras, melakukan
KDRT, berperilaku kasar, Tergugat tidak menghargai Penggugat ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun
2014 ;

- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah terurai dalam
berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan oleh kuasa Penggugat,
Penggugat menyatakan benar dan menerima sedangkan Tergugat tidak
mengajukan keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di

depan sidang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan
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Tergugat, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan
bantahannya serta mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita
acara sidang perkara ini, untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian yang

tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di
wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada
ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk
perkara ini, Penggugat diwakili kuasa hukum dan Tergugat datang menghadap di
persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di
persidangan pertama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian majelis
memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai
maksud Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 01 Tahun 2016, dan kedua pihak
diperintahkan untuk menghadap Hakim Mediator Drs. Katong Pujadi Sholeh
yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 29
Maret 2019 mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya dinayatakan tidak berhasil
mencapai kesepakatan, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup

untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara a quo ;
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah
Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2014,
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal tanpa memenuhi hak dan kewajiban suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak
menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 sampai P-3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 (Fotokopi surat
keterangan Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172
ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka
minum minuman keras, melakukan KDRT, berperilaku kasar, Tergugat tidak
menghargai Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak tahun 2014, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur
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dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172
ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka
minum minuman keras, melakukan KDRT, berperilaku kasar, Tergugat tidak
menghargai Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak tahun 2014, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2
Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka
terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi-saksi
Penggugat dan Tergugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-
fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah
bercerai ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan
Tergugat suka minum minuman keras, melakukan KDRT, berperilaku kasar,
Tergugat tidak menghargai Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun
2014,

- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun
tidak berhasil ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim
menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar serta telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah
menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh, serta telah terjadi
konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga dengan demikian
rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi carut-marut dan
benar-benar telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin
dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana
sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang
terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-

Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Jzzg Leal] 195S—woil Izl il pSwoisil po oSd $1> ol ais] Ves

40> 19 6290 ,oS_i.H

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim,
solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap

dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka
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akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan
kemudaratan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada
maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fighiyah yang

selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :
gllaosdl cl> e p 2do awlaall <) 5

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi
dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah
memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu Majelis
Hakim mengambil alih pendapat ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul

Muram, sebagai pendapat majelis bahwa :
walell ade glla o] dazgjidl aus, poac aiwlyl

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka
hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada
Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan
Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena
perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat
rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan
memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan

dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan
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Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu bai’n sughra Tergugat terhadap
Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (¢c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami
isteri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum
Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu
(iddah) ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka
Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya
sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

N =

Rp. 696.000,00 (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah. yang terdiri dari Drs. Hasbi,
MH Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H, masing-
masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut, serta Rukiyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa

Penggugat dan tidak di hadiri Tergugat;
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Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Drs. H. Mursalin Tobuku Drs. Hasbi, MH
Ttd ttd
Ismail Suneth, S.Ag.,M.H Panitera Pengganti
ttd
Rukiyah, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. biaya pencatatan =Rp 30.000.00
2. biaya proses =Rp 50.000.00
3. biaya panggilan =Rp 600.000.00
4. biaya redaksi =Rp 10.000.00
5. biaya meterai =Rp 6.000.00

Jumlah =Rp 696.000,00

(enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
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